
QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR ÿ TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 avat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota

mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran

2020 disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kota

Banda Aceh untuk memperoleh Persetujuan Bersama;

b. bahwa Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kota Banda Aceh yang diajukan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan Rencana

Keija Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2020

yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBK Banda

Aceh serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah

disepakati bersama antara Pemerintah Kota Banda Aceh

dengan DPRK Banda Aceh pada tanggal dua puluh sembilan

bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota

Banda Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun....



Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3247);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

15. Peraturan...



15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

(Lembaran...\



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4693) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Negara/Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah kedua kalinya

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun, 2016 Nomor 57, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan...]



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2018 Nomor 33);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6279);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan

Peraturan, Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan....



Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

dan

WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja

sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Belanja Daerah

Surplus / (Defisit)

c. Pembiayaan Daerah:

a. penerimaan

b. pengeluaran

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan (SILPA)

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a terdiri dari :

a. pendapatan asli daerah beijumlah Rp. 309.702.495.330,-

b. dana perimbangan beijumlah Rp. 791.127.869.000,-

c. Iain-lain pendapatan daerah yang

sah beijumlah Rp. 314.697.517.882,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri darijenis pendapatan :

Kota Tahun Anggaran 2020

Rp. 1.415.527.882.212,-

Rp. 1.417.727.882.212.-

Rp. (2.200.000.000),-

Rp. 10.000.000.000,-

Rp. 7.800.000.000.-

Rp. 2.200.000.000,-

Rp. 0,-

a. pajak....



a. pajak daerah beijumlah Rp. 86.639.866.452,-

b. retribusi daerah beijumlah Rp. 36.656.961.052,-
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan beijumlah Rp. 8.000.000.000,-

d. Zakat beijumlah Rp. 22.349.130.000,-

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

beijumlah Rp.156.056.537.826,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. dana bagi hasilpajak/bagi

hasil bukan pajak beijumlah Rp. 32.290.635.000,-

b. dana alokasi umum beijumlah Rp. 612.486.658.000,-

c. dana alokasi khusus berjumlah Rp. 146.350.576.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:

a. hibah beijumlah Rp. 23.265.800.000,-

b. dana darurat beijumlah Rp. 0,-

c. dana bagi hasil pajak beijumlah Rp. 37.865.470.756,-

d. dana penyesuaian dan

otonomi khusus beijumlah Rp.109.600.088.000,-

e. bantuan keuangan dari Provinsi

atau Pemda lainnya beijumlah Rp.138.966.159.126,-

f. pendapatan yang sah lainnya Rp. 5.000.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf b terdiri dari :

a. belanja tidak langsung beijumlah Rp. 572.555.354.804,-

b. belanja langsung beijumlah Rp. 845.172.527.408,-

(2) Belanja....\ÿ



(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri darijenis belanja :

a. belanja pegawai beijumlah Rp.421.321.277.168,-

b. belanja bunga beijumlah Rp. 3.400.000.000,-

c. belanja subsidi beijumlah Rp. 0,-

d. belanja hibah beijumlah Rp. 9.073.214.000,-

e. belanja bantuan sosial beijumlah Rp. 3.268.000.000,-

f. belanja bagi hasil beijumlah Rp. 8.680.777.926,-

g. belanjabantuan keuangan Rp.125.812.085.710,-

h. belanja tidak terduga beijumlah Rp. 1.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri darijenis belanja :

a. belanja pegawai beijumlah Rp. 127.094.437.637,-

b. belanja barangdanjasa beijumlah Rp. 493.814.662.498,

c. belanja modalbeijumlah Rp. 224.263.427.273,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

1 huruf c terdiri dari :

a. penerimaan beijumlah Rp. 10.000.000.000,-

b. pengeluaran beijumlah Rp. 7.800.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA) beijumlah Rp. 10.000.000.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri darijenis pembiayaan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

beijumlah Rp. 5.000.000.000,-

Pembayaran pokok Utang ,

beijumlah Rp. 2.800.000.000,-

Pasal



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Qanun iniyang terdiri dari:

Ringkasan APBK;

Ringkasan APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Rincian APBK menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanjadan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Daerah menurut

Urusan Pemerintahan Daerah,organisasi,

Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk

keselarasan dan Keterpaduan Urusan

Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi Daerah);

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset;

10.LampiranX Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lainnya;

11.LampiranXI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya yang belum diselesaikain dan

dianggarkan kembali dalam Tahun

Anggaran ini;

12.LampiranXII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13.Lampiran XII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

1. LampiranI

2. Lampiran II

3. Lampiran III

4. Lampiran IV

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

Pasal6.4



Pasal 6

Landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota lebih lanjut ditetapkan dengan Peiraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Kota.

Pasal 7

Qanun inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal VeSewbeC 2019 M
ZO R.AbKrr 1441 H

WALIfflpTA BANDA ACEH

AMINUL1 SMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 2-7 p£ffgrnt*gp 20
2o Mlctur 1441 H

2019 M

ÿ ii SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR A

NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (4/145/2019)


